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PERATURAN DAERAH PROPII|ST DABRAH TII{GKAT I JAI{BI
NOMOR 6 TAEI'IT 1998

PROPINSI DAERAH TINGKAT I IAMBI

TENTAIIG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
BTDAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAII

PROPINSI DAERAH TINGKAT

TATAKERJA
DAERAII ( BAPEDATDA )I JAI,TBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG I{ASA ESA
GUBERNUR KEPAIA DAERAH TINGKAT I JAMBI

ilFmirh311g : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pembangunan yang
berwawasan Lingkung'an perlu aitaturan upaya-upayaPelestarian dan peningkatan Kemampuan serta DayaDukungr Lingkungan Hidup secara serasi, 

""i*uu"gdan berkesinambungan merarui penanganan Dampakt ingkungan secara terencana, terarah danterkendal i ;

bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam lregeriNomor 98 Tahun 1996 tentaug pedoman pembentrri"n,
organisasi dan Tatakerja Badan pengendarian DanpakLingkungan Daerah, maka dipandang -pertu 

membentukorganisasi. dan Tatakerja Badan pinglnailian parpai
Lingkungran Daerah Tingkat r Jambi dengan peraturan
Daerah;

bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada hurufb maka dipandang perru menetapkan peraturan DaerahPropinsi Daerah Tinghat I Jarbi teniangPembentukan, organisasi dan tataterja gadan
Pensendarian Dampak_ Lingkungan rlaerah (gApgoaroe)Propinsi Daerah Tingkat I Jarbi-

undang-undang Nomor 61 Tabun 195g tentangPenetapan undang-undang Darurat ltomor 19 ?ahun 19bt{Lembaran Negara @i.a Tahun 195gNomor LL2) tentang pcnbentukan Daerah-daerahswatantra Tingkat r sumatera Barat, Jambi dan Riaus-ebagai undang- undang ( Lembaran Negara Tahun 1957Homor 75rt-

Undang-undang Nomor 5gfahun tg74 tentang pokok*pokok Pemerintahan *{ Daerah {Lembaian, NegaraRepublik rndonesia Tahun !974 Nomor 3g, TambahanLernbaran Negara @ej,e Nomor 3032 U

b.

rl

2-
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3- Undang*undanq Nomor 23 Tahun tggT tentangPengelolaan 
_ 
Lingkunga_n Hidup t f.emUaran N;=ga ;,@i.a Tahun 199? Ronor 68, TambahanLembaran Negara Wie l{omor '3699J;

4. undang-undang Nomor s tahun 1990 tent.ang KonservasiSumber Daya- lF* Hayati dan Ekosisteunya { LembaranNegara *epub+iJ* Tahun 1990 Nomoi *l;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun LggZ tentang TataRuang (Lembaran Negara ffie*e Tahun1992 Nomor 115 , Tambahatn r."murran Negara @i*Ia+eanes.i,* Nomor 3501 )j
6. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun lggg tentangKoordinasi Kegiatan rnstansi vertlkar di Daerah{Lembaran Negara @ Tahuu 19BgNomor r0, Tambahan Lembaran 

'uLgara 
nep*r+grendc*eei{ Nomor 3373 );

7. Peraturan pemerintah Nomor zo Tahun 1g90 tentangPengendalian pencemaran Air (tembaran reJaiaReFuhlirr rndenes*a T.ahun 1990 Nomor: 24, TambahanLembaran Negara M"No*or'3409j;--'
8' Peraturan pemerintah Nomor- 51 Tahun 1gg3 tentangAnalisis Mengenai Dampak ti-ngku;gan (tembaranNesara %i€ Tahin 1993 Nomor g4,Tambahan Lembaran Negara @ie Nomor3s38 y
9. Peraturan pemerintah Nomor t2 Tahun 1-gg5 tentangPengelolaan Limbah Bahan-n"ruirrivu dan Beracun( Lembaran Negara pe'{rb+***-*;;;;+e Tahun 1995Nomor 24, Tambahan Lemb"ian-*"g"r" ncprrbr**Ja*enes.i,e, Nomor 3995 ) J

10. Keputusan preslden Nomor T7 Tahun 1g94 tentangBadan pengendalian Dampak f,inOtunSan;
11. Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor g4 Tahun 1993tentartg Bentuk peraturan Daerah dan peratuian

Daerah perubahani

rz ' Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor 97 Tahun 1gg3tentanq pola organisasi pemerintah wi-1ayah danfiaerah j
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13 Keputusan Menteri- Dalam Negeri Nomor gg Tahun 1996tentangr pedornan pembenlukan, 
-Organisasi dan Tata_ke r j a Badan p.nqendali u"*ir*;.k -;;;;-ff;san 

Da erahjInstruksi Mente,ii Da1am $egeri Nomor 11 tahun 1,gg7tentanq petunjur p"-ihJunu"n x"putira' MenteriD a I a m Ne s e r iliu.o-po r ;; ;ilur,- i g g i-tl-rrT"rrs p e domanPembentukan , orsa;;r;:'l u;l - i"i="i."rr. BadanP e n gr e n d a I i a n n u rp 
"i 

- 
r, i-r,-gii,r, g u n D a e r a h r.Peraturan Daerah -llopirrrt ?i.* Tinskat r JanbiNomor 9 Tahu-n lsss 
--llit"rrs 

nencani iata Ruanswilayah ( RrRw ) propiiJi-o"JrJ-;;;;;"; r Janbil
Peraturan Daerah-llopirr"i Daerah Tingkat r JambiNomor Z ?ahun lggr- T;;;"_s o.grnl*-;"*i dan Tata{"t j u sekr"t1lr.at_ 

_w_i rr"vJlo:arr-.t'rirr'Jr... r Jambili#orl"oretariat npno -iiopi";i-;";;;i" 
ringkat r

15.
I

1,5.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PETT1TTLAN RAKYAT DABRAHpRoprNsr oeuiaii iinexar r JAMBI

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH--. PROPINSI 
^DAERAH TINGKAT I JAHBIrENrANc pEMBENTuKAN;'-;RA;ir.g1_sg 

der - riiirrnrA BADAr{
'ENGENDAL 

rAN pjryl{' ,,Ji,tiib*nax DAERAH (PROPINSI DAERAH TINGKAT T JEMET BAPEDALDA 
_ 

)

llenetapkan :

BAB I
KETENTUAI{ T'UUI.{

Pasal L
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengran :a. Daerah adalah propinsi Daerah Tingkat I Jambi.b. 

!:fr;il".ah Daerah adatah pemerintah propinsi Daerah

I
j,

Tingkat
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trepala adalah Kepala
0nerah propinsi Daerah

f,elompok Jabatan Fungsional{ tenpunyai tugas melaksanakan
,sesuai dengan bidangr keahlian

Daerah Tingkat I

yang selanjutnya
Dampak Lingkungan

Badan Pengendalian Dampak tingkunganTingkat f Jambi

selanjutnya dlsingkatpenting suatu usaha
lingkungan hidup.

i@ubernur Kepala Daerah adaLah Gubernur KepalaJililbi

f,rdan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerahfrirsingkat BApEDAtDa adatatr gadan p""g""d"rian
[herah propinsi Daerah Tinqkat r "lr*6il-

adalah Kelompok Jabatan yang
s_ebagi-an tugas teknis BAPEDALDAdan kebutuhan.

t0m,- Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda,daYa, keadaan dan mahluk hidup termisur di dalamnya manusi.a danlrerilakunya yang mempengarurri kerangsungan perikehidupan dankesejahteraan manusia ierta mahluk hidlp r-.i""-v"-.-'-
M- Analisis Mengenai Dampak Lingkunqan yang

AHDAT adalah hasil studi m"ngr"na1 aimpatcatau kegiatan yang direncanakln terfraAlp
rfr.- Penqelolaan Llngkungan Hidup adalah Upaya terpadu dalampemanfaatul, penataan, peneliharaan, p"ngawasan, pengendarian,pemurihan dan pengembangan ringkungin iriaup ,-----' '

$- 83 adalah singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun
fr- UKL adalah singkatan dari upaya pengelolaan Lingkungan.
x- UPL adarah singkatan dari upaya pemantauan tingkungan.
m- Pengendarian Dampak Lingkungan adarah upaya pencegahan dan atauPenanggulangan dan atau pemurihan perubahan tiigkungan ,angdiakibatkan oleh suatu kegiatan.
t!- Penceqahan pencemaran Lingkungan adalah upaya_upaya untukmenceqah masuknya atau dimasukkinnya mahruk niaup, ,.at" energidan atau komponen lain kedalam iittqL"rrg"r, dan itau berruNhahnrratatanan r ingkungan oleh kegiatan--manusia sehi.ngga tuali.taslingkunqan tidak berubah ain a"p.i' berfungsi sesnral denganperuntukkannya.

o- Penangqulangan pencemaran Lingk rngtilll adalah ftg1a_lqlaya gntukmenghentikan dan mengatasi pence;arar lirn$rm$mr fang telahterjadi.
p- Penceqahan Kerusakan Lingkungan adalr,ru uFslar_rpaya untuknenceqah tindakan yang neninburkan perunanan langsung atautidak langsung terhadap sifat-sifat fici.t dan atau hayatiIi-ngkungdr, 

_ 
sehingga ringkuagan tensenu.t. tetap dapat berfungsidalam menunjang pembangrunan yang bentesiinartrrrngan.
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Penanggulanqan Kerusakan Liagkungan adarah upaya-upaya untuknenghentikan dan mengatasi keiusakan ringkind"rr-i.ng terahterj adi .

Femurihan Kualitas Lingkungan adalah upaya-upaya untuknengembalikan fungsi lingkung:rr,r fdrre telah r.ng"t.*i p"rr""*arandan atau kerusakan, sehingga dapit berfungsi lagi ".rr.i-a;;;;;peruntukkannya.

Pengendarian Kqrusakan Linglungan adalah upaya-upaya untukmencegah dan atau menangqulangi danr atau nemulihkan akibat daritindakan yang menimburkan perubahan langsung .iur., tidaklangsunq terhadap sifat-sifat fisit atau rriv"ii li"gr""gr;sehingga lingkungan tetap dapat berf,ungsi datam menunjangpembangunan yang berkesinambungan.

t- Pemantauan Kuaritas tingkungan adalah upaya-upaya untukmemantau atau memonitor perubahan daya ftlhmg i.r*l.r daya alamdan daya tampung lingkungan sebagai a[inat p"i.urtru" intensitaspemanfaatannya
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BAB II
PEMBENTUKAN

Pasa1 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan pengendalian Danpaktingkungan Daerah ( BAPEDAIDA ) propinsi Daerah Tinqrkat I Jambi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

( 1 ) BAPEDALDA adalah perangkat Daerah Tingkat r yang berada dlbawah dan bertanggung jawab kepada Guber-nur repiii Daerah.12) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 4

BAPEDALDA memp,unyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalammelaksanakan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksaiaan pengendalian
Dampak Lingkungan di Daerah.



nenyerenssarakan tusras *Sf$- 
"trf#" f? pe*"rx*pasriFi, BApEDAtDa mempuriyai_ Firrn", , -L'asar 4 PGtllr

r"l kebijaksanaan operasional
ffi llf g:tilfl :1,,f*";;;;;;r",".,'=l'r?'.'"ilhn,,,;j,lTl;ti:;l",|;l""ema 

r an' te ruls atln i!Lo'r, ffJ T3; 
n 

il *,r * nli"
hoordinasi pelaksanaan
Ilenc_emaran, kerusakan
[LrnEJ.kungan;

,* * '*',, I-6-

Pasal 5

pencegahan- dan penanggulanganlingkungan dan p"*"fiil" kualitas

program kelembagaan dan peningkatan kapasitasdampak l ingkungan; rv'rrrrv'acr LdIl
plengembangan
Pengendal ian

nrelaksanaan
pencemaran,
lingkungan;

it$- grembinaan dan pengendalian
f,i_ngkunqan ( euoar,- );---

ff* pengawasan pelaksanaan
kerusakan 1 inskung;;;---
mlakukan tugas_tugas

Belaksanaan tugas lain
illaerah.

pembinaan teknis pencegabankerusakan lingkung", -=flo

kesekretar iatan;
yang diberikan

teknis Analisis Hengenai Dampak

pengendalian dampak li.agkungan dan

dan penanggulangan
pemulihan kualitas

oleh Gubernur Kepala

W-

ffir

Organrsasi

ffiI$ Organisasi

a- Kepa1a.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

BAPEDALDA adalah pola minimal.

Pasal 7

BAPEDALDA pola Minimal terdiri dari :

b- Sekretariat.
c- Bidang pengawasan dan pengendalian.d- Bidans pemantau;; ;;" pemulihan.e- teloompok Jabatan Fungsional.

1lffi(8p66n""6ffi"1s1.8.APEDALDAsebagaim"",-Mpadaf#,(1)
pasatr ini _ adarah - 

".u.q"i;;;;'i]rcantum dalam rampiran
il3ffttJ"1r1l"iaerah ini -iu" -*"tJpux"" 

suatu kesatuan yans tak



-7:

ftrrn nF
It {itJ
Pasal 8

a mempunyai tugas memimpin pembinaan dan koordinasinaan pengendalian dampak lingkungan di daerah sesuairn perundang-undangan dan berdasarkan kebijaksanaan t;";an Gubernur Kepala Daerah .-.pofqtaf :
pasat 9 fdrltArief

sekretariat adarah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaanadministrasi.
sekretariat dip'impin oleh seorang sekretaris, berada didan bertanggung jawab kepada Kepita.

Pasal 10
0rhuLrrut lr0afl ,Y

@ fasal ? ayat (1) huruf bMpraturan Daerah ini mempunyai lugas nelbanti Kepala dalamnor"aksanakan pembinaan administrasi yang r"rip"ii- pembinaan'htatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian -aan -p-"ir""gkapan 
sertapcrberian pelayanan teknis dan aaministratif iepaai Kepala dan

Mtretariat sebagaimana @ 1a

l5:::. _11_ii qi l inskunsan BApEDALDA serta nelakukan prosest/a vogD

lm:,:1_"_t_1.1i,nenegakan peraturan perundang-t,nd-"ogio di bldangtrilldrngkungan hidup.

Pasal LI
tcialarnout l;{cL#t Un

tugas @ pasal 10,

bawah

1

Untuk
I,Whikretar iat

menyel engrgar akan
memplrnyai fungsi :

rtu-

m- Fenyusunan program pengendalian dampak lingkungan danpenyusunan informasi linqkungan

il(elakukan proses administrasi daram rangka penegakan peraturanperundang-undangan di bidang lingkungan-hidup.
Penbinaan administrasi dalam arti merakukan urusanketatausahaan, kepeqawaian, perlengkapan, r..**"tlirrg,g,"r' dankeuangan )---

Pasa1 12

ffiS.fr Sekretariat terdiri dari :

a- Sub Bagian program.
b- Sub Bagj"an Hukum.
c- Sub Bagian Umum.



I

Sr**.r** rLffilt sub Bagian - sub Bagian sebagaimana be*s,ebr* pada d?lt (1)Pasal ini, masing-masinq dipimpin oreh seoring Kepara subBagian, berada di bawah dan bert"ngg,rrrg -Jawar 
kepadaSekretaris.

Pasal 13

il11 sub Bagian program mempunyai tugas menyiapkan bahan dankoordinasi penyusunan progran pengendarian d*p"x ringkungandan penyusunan informasi lingkungJn.

il2) sub Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan danmelakukan proses administrasi penegakan b"i.i"iun perundang_undangan di bidang lingkungan hidup_

fi3) sub Bagian Umum mempunyai tugas uelakukan urusan ketata-usahaan, keuangan, kepegawaian, perr.engkapan oun kerumah-tanggaan serta pemberian pelayanan tehi.s dan administratifkepada Kepara dan semua unit orgaaisasi di ringkunganBAPEDAtDAf,T',r{e.* r pnnqn} 
-a

Pasal ')4- tf

B.idangPengawasandanPengenda1iansebagaim",,"ffiasa1
,T Ayat ( 1) huruf c peraturan oaerah ini mempunyai tugasnelaksanakan sebagian tugas BAPEDAIDA di bidang plrg"rr""r, danp,engendarian sert.a koordinasi pengendalian dampak-ringrunqan.

Pasal ea' lh

pengawasan dan pengendarian mempuny"i 
mi-,

-8-

a- penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasanpengendalian dampak Iingkunganj
b' pembinaan pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungandan pengawasan teknis pelaksanaan- eUief.l
@- pembinaan pengembangan kelembagaan dandampak Iingkunganj

d- pembinaan dan koordinasi peraksanaan pengendalian pencemaran@;
e- pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakanlingkungan i
tr- pembinaan dan koordinasi perizi-nan pembuangan rimbahi
q- pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

dan

kapasitas pengendalian
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Pasa1 t{tl

Ferngauasan dan pengendalian terdiri dari :

S.et'si- Pengembangan Kapasitas.
ffir* Seksi penqawasan dan Pengendalian Pencemaran sertbf,erusakan Lingkungan.

lelrsi Pengkajian dan pembinaan Teknis AMDAL.Seksi Pembinaan dan perizinan.

ffif,|ilililr
r {rlaSeksi-seksi sebagaimana dimaksud (Xv^tffi:il;=;f;idi;"3i:il"3:.:1ffi-i:3j9":.*l i::::" o'?'n,rxi,l3;si, berada di bawah dant6lwatfl Oan

H::i^112?Y:9 jdwab kepada Kepala Bidans pensawasan danPengrendalian.

1@-

il-

pasat yf E
'ffifim,il seksi pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyi-apkanpenyusunan bahan kebijaksanaan operasionaf pengembangankerembagaan dan kapasiti" ail;;[ ringkuns"n*rserta pembinaanpensembanqan kerembasaan dan kapjsita" ;;;;r"l;;" li;;il;;;"hidup.

ilz) seksi Pengawasan dan Pengendalian pencemaran sert,a KerusakanLingkunga.n me,mpunyai tugas menyiapkan b;ha; pembinaan dankoordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendarian pencemaranserta kerusakan lingkungan.
(3) seksi Pengkajian dan Pembinaan Teknis AMDAL mempunyai tugasmenyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pengendarian dampaklingkungan dan pengrawasan teknis pelaksanaan AMDAL.
(4) seksi Pembinaan dan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan,pembinaan dan koordinasi 

- pei'izinrn a-aiarn pengreroraanlingkungan hidup.
*d*,d[rHS.J- ^- 

A& Pt^*.'{r&*r
' Pasal- )Ba;

BidangPemantauandanPemu1_ihan""o"nu}*u,,.ffiasal7
*Xyat ( 1 ) huruf d peratur:an Daerah ini mempunyai tugas meraksanakan

fflr"fJ"X" r rt"1??,?.ni,l.n 
toot "k;ilt d ";; p eman t auan d an p.*,,i ir,u,,

t fffi*r*rqt Etltl,*'t quntuk menverenssarakan tusas t.;lrffi;hJ pasar EBidansPemantauan dan pemurihan mempunyai fungsi : --;ar.Atr ,'lcang

a' penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengalvasan dalarnpencegahan, pemantauan, pelestariin serta pemulihan kualitasI ingkungan.

b' pembinaan dan koordinasi peraksanaan pemantauan dan pencegahanpencemarur * .
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@* [Delbinaan dan koordinasi pelaksanaan pemullhan kualitaslingkungan.

d- analisa dan evaluasi terhadap hasir pemantauan
kualitas lingkungan.

dan pemulihan

a- peraksanaan tugas lain yang diberikan oreh Kepala

Pasal T 92

ffitr1 Bldang Pemantauan dan pemulihan terdiri dari :

a. Seksi Pemantauan Kualitas Liogkungan.
b. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan.
e. Seksi Analisa dan Evaluasi.
d. Seksj- Peranserta Masyarakat. _"b

(,2) seksi-seksi sebagaimana dimaksuddt"a (1) pesaJ**.j:a* masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi, berada di bawah danbertangqung jawab kepada Kepala Bidang pemantauan danPemulihan.

Pasal *f &3

ffi[] seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan menpunyai tugasmenyiapkan penyusunan bahan kebijaksanaan operasionalpengrawasan dalam pencegahan, pemantauan, perestarian sertapemulihan kualitas lingkungan.

{fl|nil seksi Pemulihan Kualitas Linqkungan mempunyai tugas menyiapkanbahan pembinaan dan koordinasi perencanaan ,i;" ;;;;1i;;;-kualitas lingkungan.

{ffi,m;p Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-
, P"-h3l -hasil pemantauan dan pemulihan guna penyusunan bahantebijaksanaan.

ffilt seksi Peranserta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahanpenbinaan dan perencanaan untuk meningkatkan peransertayarakat dalam pengel.olaan lingkungan hidup.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

: pasar F 3l bh *
..-: -mlompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimarrrral!."* t t;,tffiilt1M frnlGilr e Wla.,i m6mjunyai, tugas relaksanakanremglian tugas BAPEDALDA, ses_uai dengan keatrrian nasing-nasing-

#;q{,*t I =-: -

I pasal F ef Llrii
ffi(Mlffi ne[qlok J-abatan Fungsional sebagai-nana diraksud fp.="r 22,ferdi.ri dari sejumrah tenaga dalal jenjang Jabatan

Sturngmional yang terbagi dalam berbagai helonpot sesuai denganhaihtr.iannya.

:l
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ffill r

I:::flh:a;i;ffi"i;"3i:;"::^::3:n:11ri1? dimaksud pada. rf. ( 1 )Hitil,ttr r f"T'Bi i: :?f"' ff:jrF "i:li$ ;iffiff :l" i " I: "{I;. " 

j 
* l

*::5 t:?i:i-",f,"f,T l'..il-H" " 
;:?:l"dllff : :

BAB VI

PENGANGKATAN DAIAM JABATAH

pasat 
"{)b{fr1'} Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh GubernurKepala Daerah seteii-h memenuhi syarat administrasi dankualifikasi berdasarf.in peag_man _vr"L _ditetapkan oleh Menteril{eqara Linskunsan iiJ"p / Kepall- s..a"r, p.;;;arian DampakLinskungan _a*u p" jr-u*t t;;;- d"it,rrr:,rr.---".fi. mendapatpersetujuan dari Menteri nafam ne-g*ii.

'ffigp Pimpinan unit raln di lingkungan Badan diangkat dandiberhentikan oleh eubernur ttepaia Daerah uta" -u"ut 
KepalaBAPEDALDA dengan *"tnp"trrttikan ploo*"r, kualifikasi teknis dari

ffil;:;'r*?tfin"1'nor<unoan nidup / 
--i"p"r" 

s"d"i-pensendalian

an bertanggung jiwai

ffiep g**tab Jabatan
Pasatr

Fungsional sebagaimana dimaksud pada Xi!, (1iini, di+er
fitun ftts+.raa=.i[." renutuni;-;;"o;:i".llll: 

" 
I 
t

ffif{$ Jenis Jabatan Fungsional tL-ffi;i il;";;:.';:"::'"n', "'J"1n"1'J*1*l1f1d t'g" x6y ( 1)
yang berlaku. dengan peraturan perund""n_"1?""J;

BAB VIII
KETENTUAN IAIN-LAIN

pasal 2f 1l

BAB VII
TATA KERJA

Pasal z{ 37
Hubunqran kerja antara pimpinan Unit_Kerja di lingkunganwwwmln{AlDA dengan Kel0mpok .rauatan-rurrgu;on"r diatur oleh Kepala.

Pasal z€'98
mApBDAtDA secara teknls dibina oreh {e.nte.ri_ Negara tingkungan'M*ffi'qmDd'mepata 

.Badan- p";;;;;arian o;;;; Linskungdn, secara unum,^*ffi,##,,";:ljl: ff.H rn"i"i:i"ll;':ecara operasionar dibina

mhi**han yang belum diatur dalarn peraturan Daerah ini akanilW*ir"I-'.ELli',,,,'Kepa1aDaerahsepanjangmengenai



-L2-

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2{ 50

Mengan terbentuknya BAP_EDALDA ini, maka Biro Blna tingkunganmfliiiiiirffi'@W pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jambi <lengannffiirrranya dihapus .

lcrl,'.V'.a,,Iryor 
Pasar zr 3 I

Mengan **b€fi*{*Jtrie.tr.a peraturan Daerah ini, maka segalaffidffimmrfruan yang bertentanqan dengan Peraturan Daerah ini di-nyatakan!&ili,nffi*ft berlaku.

Peraturan Daerah
rdlditmnurd an g k a n n y a .

Agar supaya setiap
pemLgundangan peraturan
Mr,,'mmbaran Daerah propinsi

BAB X

KETENTUAN PENUTUP i

Pasa1 2tr 3l
ini mulai berlaku pada tanggal
orang mengetahuinya, memerintahkanDaerah ini dengan penempatannya dalamDaerah Tingkat I Jambi. .

tAN RAKYAT DAERAH
JAMBITINGKAT I

CI{AERT]N

Disyahkan oleh Menteri Dalam
tanggal

SEKRETARI S

DRS. H.

Pembi-na Utama N

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Negeri dengan suratnya Nomor

:J
:3

ambL^
Juni 199t

Diundangkan dalam f,embaran Daerah
romor 6ls- fia tf f 0 "YwJ6r.frltanssal

Propinsi Daerah Tingkat I/2*4- /?fd" Jambi

TINGKAT I JAHBI

,

AYAH/DAERAH

P. 4300007Ihtrr Srrt{
I8ATill(Ail

taa t{s&ri l}rlen Hegeri
:. 199& , ....1?g..L.qhs.q..l.9e8

kr t t eSr|..tt .f : :r d c r s ;

Etrcr {}rgs;-ri1;1i;;

t{rP. 010053763

r/+

c)l
.r. I

,e\
\\',o

3ffi5q
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LAHPIRAN I PERATUMN DAEMH PROFINSI
DA?I T JAHBI

:::::-, ij*r 1fi3

KEPALA
EEelon II.A

9t'3 BAG]AN

PROGPIH

Esel-on fV. A

SIIB BAGTAN

HUKUU

Eselon IV,A

gU8 BAGTAN

T]HI'H

Eselon fV.A

BIDANG
PENGAHASAil DAN PENGEI{DALIAI{

Esel.on IILA

BTDA}TG

PEHA}ITAT'AN DAN PEHULIHAN

Eselon IIf.A

SEKSI PENGEHBANCAN

KAPASITAS

Eselon IV,A

SEKSI PEHAIITASAN KI,ALITAS
LINGKDNGAII

Eselon fV.A

SEK5I PENCAWASAN DA}I PEIIGENDATIAN
PEI{CE}{AR.A}{ SERTA KERI,SAIG}I I,INGKU}IGAH

Eselon IV.A

SEKSI PEHUI,IHAN KOAIJITAS
LINGKI'NGAN

E8elon fV.A

SEKSI PENGKAJIAN DAN PEHEIHAAN
TEKNIS A}TDA!

Eselon IV.A

SEKST ANAIITSA

EVAIJSASI

EsElon IV.A

SEKSI PERA}ISERTA

HASYAX,AKAT

Eselon IV.A

SEKSI PEHBINAAN DAN

PERIZINAN

Eselon fV.A

v{apl+LA
r.6)Y"-er
\J./ a

DlsAHkLAt!
lkp:h*ra Mesteri Delagn

cltrttt l-ndf ,-rt \',.1

Orsenrsasi;

. t -x4Z
!,'r ti4ffi


